
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3533);

a. bahwa dalam rangka memberikan arahan sebagai
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Teluk Bintuni dalam perencanaan dan
penganggaran program dan kegiatan Belanja
Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, maka
perlu disusun Analisis Standar Belanja (ASB)
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa Analisa Standar Belanja (ASB)ini merupakan
pedoman yang dipakai oleh seluruh Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni dalam menyusun anggaran
belanja langsung maupun tidak langsung Tahun
Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang
Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2019.

BUPATI TELUK BINTUNI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TAHUN ANGGARAN 2020

TENTANG

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 12 TAHUN 2019

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengingat

Menimbang
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diu bah dengan
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ten tang
Pembentukan Kabupaten Sarrni, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomr 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
MilikNegara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4734);

14. Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pernerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerab, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentan Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
MilikDaerah;
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1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerin tahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menuru t asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam
sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk
5. Bintuni.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerin tah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni

9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2020.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

19. Peraturan Menteri Keuangan Repu blik Indonesia
Nomor : 78/PMK02/2019 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2020.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2016-2021;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susuanan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 20016 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).
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Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati yang mengatur hal yang sarna dan berten tangan dengan
Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasa14

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasa13

(1) Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalarn
Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) ASB Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran
2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipakai pada perioda
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, kecuali terjadi
inflasi secara nasional.

(1) Analisis Standar Belanja (ASB)Pemerintah Kabupaten Teluk
Bintuni disusun menjadi pedoman di Tahun Anggaran 2020.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dokumen yang dipakai dalam menyusun program dan kegiatan
baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
Anggaran 2020.

Pasa12

BAB II
TATAKERJA

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni.

11. Analisa Standar Belanja adalah merupakan dokumen yang
dipakai dalarn menyusun program dan kegiatan baik belanja
langsung maupun belanja tidak lang sung di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 330

SEK E-T IS DAERAH
KABUPA--TEN:h LUK BINTUNI, f
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Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 17 September 2019

Bintuni
\~CLl~F,I"'Uf 17 September 2019

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.


